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Penelitian ini membahas penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui
studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA,
terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada PNS Ali Hasmi oleh Bupati Aceh
Singkil berupa penurunan jabatan selama 12 bulan. Penggugat merasa sanksi
tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara, mengingat
terdapat pelanggaran prosedural, seperti tidak adanya pemanggilan yang tepat
sebelum pemeriksaan dan ketidakpatuhan terhadap format surat panggilan, serta
pelanggaran substansial dalam mana hukuman yang dilakukan tidak proporsional
dan tidak mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, Ali
Hasmi mengalami kerugian, termasuk pencemaran nama baik. Rumusan masalah
mencakup bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan disiplin PNS
dalam putusan tersebut, dan bagaimana penegakan disiplin PNS berdasarkan
Siyasah Idariyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data melalui
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh membatalkan keputusan Bupati Aceh Singkil yang
menjatuhkan sanksi disiplin berupa penurunan jabatan kepada PNS Ali Hasmi.
Hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas kecermatan. Dalam
perspektif Siyasah Idariyah, keputusan hakim ini mencerminkan prinsip keadilan
(al-'adl), dan kemaslahatan (al-mashlahah). Pembatalan sanksi ganda dan
penekanan pada asas kecermatan sejalan dengan tuntutan Siyasah Idariyah akan
kehati-hatian (ihtiyat) dan ketelitian (tadqiq). Penelitian ini menyimpulkan bahwa
penegakan disiplin PNS harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan
rehabilitasi nama baik, serta mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administratif.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je

z Ha H Ha (dgr;a?:h;ltlk di
d Kha Kh Ka dan Ha

> Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
) Ra R Er

3 Za Z Zet

o Sa S Es

o Sya SY Es dan Ye
i Sa S Es (d%gﬁght)itik di
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2 Dat D De (dir;g\?:h;itik di
b Ta T Te (d%r;%va:ht)ltlk di
B 7a z Zet (dgg\?vir;] )tltlk di
¢ ‘Ain . Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge

< Fa F Ef

d Qa Q Qi

& Ka K Ka

J La L El

3 Ma M Em

o Na N En

9 Wa W We

2 Ha H Ha

3 Hamzah ’ Apostrof

S Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (&) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (#) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai

berikut:




Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
[ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
! Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
Kaifa iy
Haula : J 32
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan NBma Huruf dan Nama
Huruf Tanda
<t Fathah dan alif atau i adan garis di atas
ya
< Kasrah dan ya I i dan garis di atas
P Dammah dan wau U u danagirls di




Contoh:

Mata : ol
Rama : )
Qila , |
Yamiatu &3

4. Ta Marbirah

Transliterasi untuk ta marbzrah ada dua bentuk, yaitu: ta marbizah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbirah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbiizah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbzzah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-affal ; JUbY i,
al-madmnah al-fagilah - dl) 5l
al-hikmah : LS

- -

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasyd:zd (<) dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

rabbana 5
najjaing o
al-haqq 3

al-hajj : }C’d‘

Xi



A3
o

nu’'ima -
. F
aduwwun 9is

Jika huruf s memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

‘Ali (bukan ‘dliyy atau ‘Aly) ; &‘
‘Arabr (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) [5’}&'

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : ]
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) ~: ER
al-falsafah : waadal
al-biladu : SS@‘

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
ta 'murina ; 85yl
al-nau’ : 2gdl
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syai’'un : slew

umirtu : <5l
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah Kkata, istilah,

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

Fr zilal al-Qur’an : ot d I &
Al-Sunnah gabl al-tadwin : orgd) |8 )
Al-‘ibarat fi ‘umiim al-\afz _ yasy Y bl pges B Il
la bi khusis al-sabab ' I

9. Lafz al-Jalalah (4UY)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

dmnullgh ;& 23s

Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

.

hum f7 rapmatillah : &l &6 (2 oA

-

10. Huruf Kapital
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah
Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Mukammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazr unzila fth al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tus

Abi Nasr al-Farabi

Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia memegang teguh prinsip keadilan dan
kepastian hukum. Landasan prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa
segala tindakan dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah
harus didasarkan pada hukum yang berlaku.! Sebagai entitas negara hukum,
Indonesia telah mengukuhkan prinsip kepastian hukum guna menata aparatur
pemerintah. Langkah ini diambil untuk menghindarkan potensi kekuasaan mutlak
Presiden serta mencegah praktik penyalahgunaan otoritas oleh pihak pemerintah
terhadap para pegawainya.’

Negara hukum dicirikan oleh adanya kekuasaan kehakiman yang
merdeka, atau dikenal sebagai judicial power.> Sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan
peradilan yang otonom, tidak terikat pada Pengadilan Umum, Pengadilan Militer,
maupun Pengadilan Agama.* PTUN memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara
tata usaha negara dan dapat ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai
dari ibu kota provinsi hingga kabupaten/kota. Mahkamah Agung menempati
posisi puncak dalam struktur peradilan tata usaha negara, bertindak sebagai

pengadilan tertinggi.

! Ddik Sukriono, “Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum
Tentang Konstitusi, Daerah Dan Desa Perubahan Konstitusi, ” (Malang: Setara Press, 2013), him.
124.

2 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, “llmu Negara”, Cet. VIl (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2008), him. 131

3 Sangadji Zainal Abidin, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), him. 1.

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-
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Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
Dasar pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan perubahan
kedua atas Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah
perselisihan yang muncul di ranah administrasi pemerintahan. Perselisihan ini
terjadi antara individu atau badan hukum swasta dengan lembaga atau pejabat
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konflik semacam ini biasanya
timbul sebagai akibat dari keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha
Negara, termasuk juga masalah kepegawaian.® Wewenang peradilan tata usaha
negara dijalankan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat banding

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani
berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan kepegawaian. Saat ini,
lingkup kepegawaian secara spesifik mengacu pada Aparatur Sipil Negara (ASN),
yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka adalah individu yang secara resmi diangkat oleh
pejabat berwenang, diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan
atau negara, dan berhak atas penghasilan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Mengenai aspek disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur
bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan untuk menaati semua kewajiban dan
menghindari segala larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pentingnya
disiplin kerja di lingkungan instansi pemerintah tidak bisa diabaikan, karena ini

merupakan modal utama bagi setiap PNS.

5 Titik Triwulan, dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum
Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, Cet.l, 2016), him. 94.



Kasus kepegawaian sering kali menjadi topik yang menarik untuk
dianalisis karena terdapat banyak ketentuan hukum yang saling tumpang tindih
atau belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Situasi ini
dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan jumlah pengajuan gugatan sengketa kepegawaian
di pengadilan.® Penting untuk menelaah putusan pengadilan karena didalamnya
terdapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan
perkara.

Permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh dan keputusannya tercatat dalam Putusan Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA. Putusan tersebut merupakan hasil pertimbangan hakim
PTUN Banda Aceh terkait perkara disiplin PNS. Objek sengketa yang diatur
dalam Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN adalah Surat Keputusan Bupati Aceh
Singkil Nomor: Peg. 188.45/336/2023. SK ini dikeluarkan pada 23 Mei 2023 dan
memberlakukan sanksi disipliner berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih
rendah untuk jangka waktu dua belas bulan terhadap Ali Hasmi, selaku
Penggugat, yang merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil.”

Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Aceh Singkil sebagai
Tergugat, Sanksi tersebut dijatuhkan setelah adanya usulan dari Komisi Aparatur
Sipil Negara mengenai pelanggaran sistem merit serta laporan hasil pemeriksaan
pelanggaran Disiplin, yang dimana Penggugat terbukti tidak masuk kantor selama
438 hari, melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021. Dalam putusannya, PTUN menyoroti ketidaksesuaian prosedur dan

6 Maringka. “Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional,” (Jakarta: Sinar
Grafika, 2022),

7 “Kepala BKPSDM Aceh Singkil Di Copot” https://www.waspada.id/aceh/kepala-
bkpsdm-aceh-singkil-dicopot/#menus (diakses pada 29 April 2024).



substansi penegakan disiplin PNS dengan Prinsip Hukum Administrasi Negara.

Secara prosedural, proses penegakan disiplin terhadap Penggugat terindikasi

melanggar beberapa ketentuan, yaitu:®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penggugat menyatakan tidak pernah dipanggil oleh atasan langsung untuk
pemeriksaan, ini melanggar Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021, yang mewajibkan PNS yang diduga melanggar disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk pemeriksaan.
Terdapat pelanggaran jeda waktu 7 hari kerja antara surat panggilan
pertama dan kedua dengan regulasi yang berlaku. Ini bertentangan dengan
Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

Surat panggilan yang diterima Penggugat melalui pesan WhatsApp tidak
sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran-Angka 9 Peraturan
BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 34 ayat (4).

Pembentukan tim pemeriksa oleh Tergugat dinilai tidak memiliki dasar
hukum yang jelas. Ketua tim pemeriksa, Junaidi, S.STP., M.Si., yang
menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, bukan atasan langsung
Penggugat, yang melanggar Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010.

Anggota tim pemeriksa tidak setingkat dengan Penggugat secara jabatan
maupun kepangkatan. Ini melanggar Pasal 38 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022,
yang mensyaratkan pemeriksa memiliki jabatan paling rendah setingkat
dengan PNS yang diperiksa.

Tim pemeriksa dinilai melanggar prosedur pemeriksaan yang diatur dalam
Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 35 ayat
(3) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2021. Pelanggaran ini dibuktikan
dengan adanya publikasi hasil pemeriksaan oleh salah satu anggota tim di
media.

Di samping itu, juga terdapat pelanggaran substansi dalam penegakan

disiplin terhadap Penggugat, yaitu:

1)

Hukuman disiplin berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan
tidak menyebutkan jenis perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh Penggugat. Ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

8 Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.



2) Surat Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tidak secara eksplisit
menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat. Hal
ini juga bertentangan dengan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 mengenai format penjatuhan
hukuman disiplin.

3) Tergugat dianggap mengabaikan kewajiban untuk mempelajari hasil
pemeriksaan dengan teliti dan memperhatikan faktor-faktor yang
mendorong pelanggaran disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat
(1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Penggugat telah menjelaskan
alasan ketidakhadirannya (menunggu laporan KASN dan kesulitan akses
transportasi), namun tidak dipertimbangkan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat telah
mengakibatkan berbagai kerugian personal, termasuk pencemaran reputasi,
penurunan harga diri, hilangnya kehormatan, dan terhambatnya prospek karier
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan dampak tersebut, Penggugat
mengajukan permohonan agar penetapan Yyang diterbitkan oleh Tergugat
dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan. Selain itu, Penggugat juga menuntut
pemulihan nama baik serta pengembalian hak-haknya sebagai PNS.

Syariat, yang diturunkan oleh Allah SWT, berfungsi sebagai pedoman
untuk mengatur kehidupan seluruh umat manusia. Tujuan utama penetapan
hukum dalam Syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan dan
manfaat), sekaligus memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang
merugikan, serta mencegah timbulnya berbagai bentuk kerusakan atau mafsadah.
Siyasah ldariyah merupakan bidang dalam Figh Siyasah yang berkaitan dengan
administrasi negara, mengatur dan menjalankan pemerintahan untuk mencapai
tata kelola yang baik, dalam konteks syariat memiliki tujuan yang sejalan dengan
prinsip kemaslahatan. Kebijakan yang ditetapkan harus mempertimbangkan

kemaslahatan masyarakat.’

% Mustafa, dkk, Hukum “Islam dalam Praktek Pernikahan di Indonesia,” Cet. I,
(‘Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), him. 33.



Siyasah Idariyah dapat dipandang sebagai salah satu metode kontemporer
dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (good
governance). Bidang ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti
kekuasaan, struktur organisasi, lembaga, badan publik, dan elemen terkait
lainnya. Dikenal pula sebagai Hukum Administrasi Negara (al-ahkam al-
Idariyah), Siyasah Idariyah mengatur tindakan dan kegiatan lembaga pemerintah

dalam menjalankan tugasnya. '’
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Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9)!!

Perintah Allah SWT menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak
yang bersengketa dengan berlandaskan keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi
cita-cita utama negara Islam, tetapi juga merupakan penopang dalam menegakkan
ajaran agama dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
dalam setiap pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk dalam upaya
penegakan disiplin, konsep keadilan ini mengharuskan adanya pertimbangan
yang cermat terhadap hak dan kepentingan semua pihak.

19 Ahmad Sukardja, “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif Fikih Siyasah,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 23.
11'QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9.



Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, penulis ingin
mengkaji lebih jauh mengenai: *“Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, rumusan masalah
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Disiplin Pegawali
Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadialan Tata Usaha Negara Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA oleh Bupati Aceh Singkil terhadap Pegawai
Negeri Sipil?

2. Bagaimana Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Siyasah ldariyah dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA?

C. Tujuan Penelitian
Perumusan tujuan dalam penelitian ini didasarkan pada serangkaian
permasalahan yang telah dikenali sebelumnya, antara lain:

1. Untuk menganalisi Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA oleh Bupati Aceh Singkil terhadap
Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk mengkaji penegakan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan
Siyasah Idariyah dalam Putusasn Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA.



D. Kajian Pustaka

Selama proses penelitian ini, penulis tidak menemukan kajian mendalam
dan spesifik tentang penegakan disiplin PNS, khususnya analisis Putusan PTUN
Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, dalam penelitian ini. Namun, hasil
pencarian dan pengamatan menunjukkan adanya beberapa penelitian relevan
lainnya, sebagai berikut:

1. Penelitian relevan pertama yang ditemukan adalah oleh Andi Mustamin,
Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma'ruf. Mereka melakukan kajian tentang
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Penelitian mereka berfokus
pada upaya penegakan disiplin PNS di lingkungan KUA tersebut.
Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa penegakan disiplin
PNS di KUA Kecamatan Moncongloe masih memerlukan peningkatan,
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan
pengawasan.'? Persamaan antara penelitian ini (penelitian yang sedang
ditulis) dan studi tersebut terletak pada fokus keduanya terhadap Pegawai
Negeri Sipil. Namun, perbedaannya signifikan pada variabel yang
dianalisis; skripsi ini secara spesifik membahas penegakan disiplin PNS
di Kantor Urusan Agama dan tidak menganalisis Putusan PTUN Banda
Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi
penelitian juga berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis ini, yang
justru meneliti penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN
Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

2. Selanjutnya, Penelitian oleh Putri Eva Nabila menyoroti peran Satpol PP
dan WH Kota Sabang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

12' Andi Mustamin, Abdul Kadir Adys, Adnan Ma’ruf. Penegakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Jurnal
Administrasi Publik, Vol. 3, No. 2.(2017):hIm. 147.



dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat. Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang
memegang peranan penting dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meskipun masih dihadapkan pada
beragam kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menjadikan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota
Sabang sebagai subjek utamanya.** Persamaan antara penelitian yang
sedang Anda tulis ini dan skripsi tersebut adalah keduanya berfokus pada
Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan esensial terletak pada variabel
yang dianalisis; skripsi Nabila berpusat pada peran Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang dalam
penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,
sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan disiplin
PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga
berbeda dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang justru meneliti
penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA.

3. Sebagai perbandingan ketiga, jurnal karya Maria Arbina Tambun
mengulas dualisme regulasi terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
di Indonesia. Studi ini menganalisis disparitas ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan  mengenai  prosedur  pemberhentian  PNS.
Kesimpulan dari jurnal tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan
antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan

13 Putri Eva Nabila. “Peran Satpol PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara
Jinayat,” Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2020.
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Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS terkait mekanisme pemberhentian,
yang berpotensi menciptakan ambiguitas dalam implementasinya.'*
Persamaan antara jurnal ini dan penelitian yang sedang ditulis adalah
keduanya membahas aspek hukum kepegawaian, khususnya terkait
Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus
kajian; jurnal tersebut mendalami dualisme pengaturan pemberhentian
PNS, sementara penelitian ini secara spesifik berfokus pada penegakan
disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga tidak
sama dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang secara khusus meneliti
penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA.

4. Sebagai perbandingan keempat, skripsi karya Rizki Ariansyah Putra
mengulas "Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil",
dengan studi kasus yang berlokasi di Kota Subulussalam. Dalam
penelitian tersebut, penulis menganalisis proses dan justifikasi di balik
pemberhentian PNS secara tidak hormat, serta konsekuensi yang
ditimbulkannya. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa
pemberhentian tidak dengan hormat PNS di Kota Subulussalam telah
dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, didasari oleh alasan
seperti pelanggaran disiplin berat atau tindak pidana. Dampak dari
pemberhentian ini meliputi pencabutan status PNS beserta seluruh hak
kepegawaiannya. Penelitian tersebut mengadopsi pendekatan studi kasus

dengan fokus geografis pada Kota Subulussalam.!® Persamaan antara

4 Arbina, Maria. “Dualisme Pengaturan Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil.” DE LEGA LATA: Jurnal llmu Hukum, Vol.4, No.1 (2019): 54-62.

15 HS, Rizki Ariansyah Putra. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri
Sipil (Studi Kasus Di Kota Subulussalam). Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara,
fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
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penelitian yang sedang Anda tulis ini dan skripsi tersebut adalah keduanya
membahas tentang Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan esensial
terletak pada fokus kajian; skripsi tersebut mendalami pemberhentian
tidak dengan hormat PNS, sementara penelitian ini secara spesifik
berfokus pada penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN
Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi
penelitian juga tidak sama dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang
secara khusus meneliti penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan
PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

E. Penjelasan Istilah
Ada beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan
penelitian ini. Istilah-istilah tersebut terdiri dari tiga poin, yang dapat disajikan
sebagai berikut:
1. Disiplin
Menurut M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Disiplin dapat dimaknai
sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan individu dalam menghargai serta
mengimplementasikan suatu tatanan yang mewajibkan individu untuk
mematuhi keputusan, instruksi, atau regulasi yang sedang berlaku.'¢
2. Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS), adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.!”

16 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat di
Lingkungan Aparatur Pemerintah, ” (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), him. 153.

17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11
angka 3.
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3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh
jakim, sebagai wakil negara yang memiliki wewenang untuk itu, yang
diucapkan dalam ko konferensi dengan tujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau perdamaian antara pihak-pihak yang
terlibat.'®
4. Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yang
secara harfiah berarti “politik administrasi” atau ‘“administrasi publik.”
Siyasah idariyah merujuk pada pengelolaan dan pengaturan urusan publik
serta kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya Administrasi

Negara.?”

F. Metode Penelitian

Kata penelitian dalam bahasa Indonesia memiliki padanan dengan istilah
research dari bahasa Inggris, yang kadang kala juga diartikan sebagai riset oleh
sejumlah pakar. Secara etimologis, research tersusun dari awalan re- yang berarti
kembali, dan kata kerja to search yang bermakna mencari. Dengan demikian,
esensi dari research atau riset adalah proses pencarian ulang. Di sisi lain, metode
dapat diuraikan sebagai serangkaian prosedur atau tahapan yang harus dilalui
untuk mencapai tujuan penelitian yang spesifik, dengan memanfaatkan alat atau

sarana yang sesuai.”’

18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 2002), him. 6.

19 Putri, Melati. 1zin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Perspektif Siyasah Idariyah. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Institusi Agama Negeri Bengkulu, Tahun 2021, him. 29

20 Muhammad Ramadhan, “Metode Penelitian,” (Surabaya: Cipta Media
NusantanormAtifnya, ) him. 1.
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Secara garis besar, metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu
pendekatan saintifik yang diterapkan untuk menghimpun data demi mencapai
tujuan dan manfaat spesifik. Dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah,
esensial untuk memiliki data yang menyeluruh dan tidak bias, diiringi dengan
pemilihan metode serta teknik yang selaras dengan isu yang dikaji. Aspek ini
menjadi fondasi utama dalam merampungkan penulisan ilmiah; apabila prosedur
penelitian yang dijalankan tidak akurat, maka temuan yang dihasilkan tidak akan

memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian
normatif, atau dikenal juga sebagai yuridis normatif, sebagai salah satu
pendekatan dalam studi ilmiah untuk menetapkan validitas berdasarkan
prinsip-prinsip logika keilmuan, dengan penekanan pada aspek
normatifnya.?!
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini
melibatkan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang
diteliti.??
3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai
berikut:

a. Bahan Hukum Primer, iyalah materi hukum yang memiliki sifat

Aotoritatif, yang berarti mengandung kekuatan hukum yang mengikat.

2L Jhoni Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,” (Surabaya:
Bayumedia Publishing, 2005), him. 46.

22 peter Muhammad Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi,” (Jakarta: Pernada Media
Group, 2005), him. 133.
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Sumber data primer ini mencakup berbagai bentuk, seperti peraturan
perundang-undangan, catatan resmi atau notulensi proses pembentukan
undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan.?® Bahan data yang
dimanfaatkan oleh penulis meliputi Putusan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di

samping ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan.

. Bahan Hukum Sekunder, meliputi berbagai publikasi terkait dokumen

hukum yang tidak resmi. Kategori publikasi ini mencakup literatur
seperti buku ajar, kamus hukum, terbitan berkala hukum, serta ulasan
dan putusan yudisial.?* Untuk keperluan studi ini, peneliti
memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, skripsi, artikel
atau jurnal, dan informasi lain yang relevan dari internet yang berkaitan

dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri

dari dua metode utama, yaitu:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
yang bersifat tertulis dan resmi, yang berkaitan dengan kasus yang
diteliti.”> Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan dokumen-
dokumen penting seperti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, serta peraturan perundang-undangan

141.

2 peter Mahmud Marzuki, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him.

2 Ibid., him. 142.
25 Haris herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika,

2010), him. 9.
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yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dokumentasi ini memberikan bukti
konkret mengenai proses hukum yang terjadi dan menjadi dasar untuk
analisis lebih lanjut.
b. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka
(library research) dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan
dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan dan menganalisis
berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen
akademis yang membahas tentang penegakan disiplin PNS, prinsip-
prinsip Siyasah Idariyah, serta teori-teori hukum administrasi.?®
Melalui studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh pemahaman
yang lebih mendalam mengenai konteks hukum dan prinsip-prinsip
yang mendasari penegakan disiplin, serta mengidentifikasi pandangan
para ahli yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.
Kombinasi dari kedua teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai
isu yang diteliti.
5. Teknik Analisi Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pertama,
penulis mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, termasuk
pelanggaran prosedural dan substansi yang dilakukan oleh Bupati Aceh

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), him.15.
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Singkil dalam penjatuhan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Ali Hasmi. Selanjutnya, penulis mengumpulkan dan menganalisis
norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta prinsip-prinsip Siyasah
Idariyah yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan
profesionalisme.

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan interpretasi
hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan
dengan norma hukum dan prinsip Siyasah Idariyah. Analisis ini
mencakup evaluasi Kkritis terhadap pertimbangan hakim, mengidentifikasi
kekurangan atau area yang memerlukan penajaman, serta menilai
keselarasan antara putusan hakim dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Siyasah Idariyah. Dengan demikian, teknik analisis data ini tidak
hanya bertujuan untuk mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga untuk
memberikan penilaian normatif yang mendalam mengenai bagaimana
penegakan disiplin PNS dalam konteks hukum positif dan perspektif
Islam. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

untuk perbaikan dalam praktik penegakan disiplin di masa mendatang.

. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang menjadi prasyarat bagi
mahasiswa tingkat akhir guna meraih gelar Sarjana di institusi pendidikan
tinggi. Dalam menyusun skripsi ini, penulis merujuk pada pedoman
Penulisan Karya llmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 20109.
Mengenai terjemahan ayat Al-Quran dan Hadis yang dimanfaatkan dalam
penelitian ini bersumber dari publikasi Kementerian Agama Republik
Indonesia tahun 2017.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan skripsi tersusun secara terarah dan pembahasan tetap
fokus pada sasaran, sebuah sistematika penulisan telah disusun. Sistematika ini
terbagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memuat beberapa sub-bab.

Bab Satu berperan sebagai bagian pengantar, memuat elemen-elemen
seperti latar belakang, perumusan masalah, definisi istilah, tinjauan pustaka,
pendekatan penulisan, serta sistematika uraian.

Bab Dua membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini,
termasuk Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan Hakim, dan
Siyasah Idariyah. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep yang
relevan dengan penelitian serta mendukung analisis data dan temuan yang
diperoleh.

Bab Tiga merupakan bagian inti dari penelitian, yang mengulas hasil
penelitian mengenai Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif
Siyasah Idariyah, dengan studi kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor
17/G/2023/PTUN.BNA.

Bab Empat merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman temuan
dari seluruh bab penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi perbaikan
yang diajukan oleh penulis kepada pihak-pihak relevan, dan diakhiri dengan

penyertaan daftar pustaka serta lampiran.



